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ABSTRACT 
 
Purpose of this research is to evaluate implementation Decision of Governor Bali. This 
research use descriptive method qualitative. As for its data collecting method is interview, 
observation, and documentation study. Pursuant to result of research from 13 indicator 
variable efficacy of policy implementation according to Grindle there are 5 indicator 
variable having problem is. First, content order policy, which is on its implementation 
contain difference of perception among relevant implementator of content order this 
policy. Second, existence of sanction, where it is true there no coherent sanction in this 
policy. Third, clarity of message of policy, message of this ill defined policy causing 
multiple of interpretation among implementator which is on finally cause at difference of 
relevant perception of usage of this fund. Fourth, policy consistency where this policy 
represent to continues of previous policy, and there is lessened in the case of aspect and 
consistency of  acountability because on the happening of change at this policy do not 
entangle stakeholder which in this case is party receiver of fund of realocation. Fifth, 
acceptance of message which not yet taken place in an optimal fashion because there is 
still its of difference of perception among implementator so that policy implementation 
not yet earned to walk optimally. 
Keyword : public of policy, policy implementation evaluation, monetary management 
of area. 
 
 
 
A. Latar Belakang 
Bali dikenal sebagai destinasi wisata favorit nasional maupun dunia. 
Berangkat dari kondisi itu maka fasilitas penunjang pariwisata yang 
dibangun di Bali baik berupa hotel maupun restoran menjadi kebutuhan 
utama bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk diwujudkan. 
Diharapkan melalui pembangunan hotel dan restoran ini dapat 
menghasilkan  pajak hotel dan pajak restoran dengan kondisi ideal dapat 
menambah Pendapatan Asli Daerah 
Distribusi pembangunan dan pengembangan lokasi hotel dan restoran 
di Bali secara realitas tidak imbang karena hanya terpusat di Kabupaten 
Badung dan Kota Denpasar. Oleh sebab itu dibuat kebijakan untuk 
menyeimbangkan sistem pendapatan pajak hotel dan pajak restoran 
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar --yang secara realitas hotel serta 
restoran banyak terkonsentrasi di wilayah ini-- kepada 6 (enam) kabupaten 
lain di Bali. Enam kabupaten tersebut antara lain yaitu Kabupaten Buleleng, 
Jembrana, Tabanan, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Kebijakan 
tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali tentang Realokasi Hasil 
Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar Kepada Provinsi Bali. Namun yang terjadi saat ini pemanfaatan 
dana tersebut dirasa belum maksimal.  
Kondisi ini seperti terpetakan melalui opini yang muncul diberagam 
media. Salah satunya seperti diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus 
tokoh pariwisata, Rutha Ady (Balipost, 2010) bahwa Badung yang telah 
merasa memberikan sebagian PHPR-nya tak melihat adanya pembenahan di 
objek-objek wisata. Apalagi faktanya, infrastruktur jalan dan kondisi objek 
wisata di enam kabupaten masih memprihatinkan. Sementara upaya 
mempromosikan objek wisata juga belum maksimal bahkan yang lebih 
menyedihkan lagi, rakyat yang berasal dari daerah penerima bantuan PHPR 
justru makin banyak menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang 
mengganggu kenyamanan wisatawan di objek-objek wisata maupun pusat-
pusat keramaian di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sehingga 
muncul kesan bahwa bagian PHPR yang diberikan dihabiskan untuk 
keperluan lain di luar pembenahan objek atau perbaikan sarana pendukung 
kepariwisataan.  
Dari kondisi yang tercermin diatas terlihat bahwa Badung sebagai 
pihak pemberi bantuan dana pajak hotel dan pajak restoran merasa tidak 
puas dengan pengalokasian dana yang ada. Anggapannya bahwa dana 
bantuan yang diberikan tersebut tidak teralokasikan sesuai dengan 
pemanfaatan yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur. Ini ironis 
mengingat bantuan yang diberikan Kabupaten Badung jumlahnya tidaklah 
sedikit. Tercatat PAD Kabupaten Badung yang pada tahun 2010 sebesar Rp. 
979.194.610.828,25 (sumber: Bagian Anggaran Kabupaten Badung) dimana  
sebagian besarnya berasal dari PHPR 
Pada penelitian ini akan ditinjau bagaimana evaluasi implementasi 
kebijakan terkait Keputusan Gubernur Bali tentang Realokasi Hasil 
Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar Kepada Provinsi Bali. Dalam konteks studi Administrasi Negara 
penelitian evaluasi implementasi kebijakan ini merupakan salah satu kajian 
yaitu kajian Kebijakan Publik (Public Policy), dimana mengkaji tentang 
proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif 
terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, siklus kebijakan publik mulai dari 
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. 
Selain itu yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah 
mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama sharing provinsi kepada 
kabupaten/kota yang ada di bawahnya, hal ini ditinjau dari sisi studi 
Administrasi Negara lebih banyak mengupas mengenai keuangan daerah 
dimana dalam studi Administrasi Negara ini merupakan salah satu kajian, 
yakni kajian Administrasi Keuangan Publik dimana kajian ini membahas 
mengenai anggaran di tingkat pusat dan daerah, standar penting dalam 
pengelolaan keuangan pusat maupun daerah efisiensi, akuntabilitas dan lain 
sebagainya.  
 B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah yaitu ”Bagaimana evaluasi implementasi Keputusan 
Gubernur Bali tentang realokasi hasil penerimaan pajak hotel dan pajak 
restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali ?” 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Mendeskripsikan dan menjelaskan evaluasi implementasi Keputusan 
Gubernur  Bali tentang realokasi hasil penerimaan pajak hotel dan pajak 
restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali. 
 
D. Teori  
D.1 Kebijakan Publik (Public Policy) 
Menurut Suradinata (1993:19) kebijakan publik sebagai kebijakan 
negara atau pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh 
badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara 
dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa 
depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu.  
D.2 Evaluasi Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 
Merilee S. Grindle dalam bukunya yang berjudul  Politics and 
Policy Implementation in The Third Word (1980), mengatakan bahwa 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada content 
(isi) dan context nya, serta tingkat keberhasilannya tergantung pada  
kondisi 13 komponen variabel sumber daya implementasi yang 
diperlukan. Ketiga belas komponen ini menyebabkan program nasional 
menghasilkan variasi outputs dan outcomes yang berbeda di daerah. 
 Ketiga belas komponen itu adalah (1) Contents of policy messages 
(isi pesan kebijakan). (2) Ketersediaan dana dan sumber lain untuk 
melaksanakan kebijakan. (3) Adanya sanksi. (4) Tingkat kesukaran 
masalah kebijakan. (5) Kredibilitas pesan kebijakan. (6) Kejelasan pesan 
kebijakan. (7) Konsistensi kebijakan. (8) Frekuensi pengulangan 
kebijakan. (9) Penerimaan pesan. (10) Bentuk kebijakan. (11) Efficacy of 
the policy. (12) Partisipasi masyarakat. (13) Tipe kebijakan. 
E. Penelitian Sebelumnya 
Penelitian ini sebelumnya pernah dikaji oleh Budiasa (2005) dalam 
tesisnya yang berjudul Evaluasi Bantuan Hasil Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) 
Kabupaten lain di Provinsi Bali Tahun 2003. Penelitian Budiasa ini 
bertujuan untuk menganalisis respon atas pemerataan dari bantuan hasil 
PHPR yang diberikan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 
(enam) kabupaten lain di Provinsi Bali serta permasalahan yang ada di 
dalamnya dengan menggunakan alat analisis responsi, tabulasi dan gambar.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan analisis kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yakni hasil 
wawancara dengan responden yang terdiri dari pegawai Dinas Pendapatan 
Daerah, Pegawai Bagian Keuangan dan Anggota DPRD Kabupaten 
penerima bantuan hasil PHPR, sedangkan data sekunder berupa data hasil 
kompilasi institusional yang mendukung.  
Kesimpulan dari penelitian Budiasa adalah bahwa pemahaman 
responden terhadap pajak hotel dan pajak restoran berada pada interval 
paham dan sangat paham tetapi lebih mendekati paham. Kemudian 
pemahaman responden terhadap bantuan hasil PHPR Kabupaten Badung 
dan Kota Denpasar tahun 2003 berada pada interval kurang paham dan 
paham tetapi cenderung mendekati paham. Selanjutnya, pemahaman 
responden terhadap pemerataan dan keadilan atas pajak hotel dan pajak 
restoran berada pada interval sependapat dan sangat sependapat tetapi 
cenderung mendekati sependapat. Lebih lanjut lagi pemahaman responden 
terhadap pemerataan atas bantuan hasil PHPR Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar tahun 2003 berada pada interval sependapat dan sangat 
sependapat. 
Penelitian lainnya yaitu penelitian Miftahudin (2009) dalam tesisnya 
yang berjudul Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No. 6 
Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di 
Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus 
SMP Negeri 10 Kota Semarang). Berdasarkan hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka penulis mengajukan rekomendasi yaitu, Pelaksanaan 
Peraturan Walikota tersebut kurang efektif karena terdapat pelaksanaan 
kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan. 
Pelaksanaan kebijakan sudah cukup efisien karena usaha yang dilakukan 
pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini SMP Negeri 10 sudah 
optimal.  
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fatmawati (2012) dalam 
skripsinya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Kerjasama Operasional 
(KSO) Pemerintah Daerah dan Swasta di PDAM Kabupaten Pati”. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan KSO merupakan 
pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah yang belum terpecahkan terkait 
dengan kinerja PDAM. Dalam pelaksanaan kebijakan KSO telah terealisasi 
sebagai mana tujuan kebijakan KSO.  
Dari penelitian sebelumnya diatas maka penelitian tentang Evaluasi 
Implementasi Keputusan Gubernur Bali tentang Realokasi Hasil Penerimaan 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar 
Kepada Provinsi Bali ini memang belum pernah diteliti, meskipun 
penelitian ini pernah dikaji sebelumnya oleh Budiasa, namun terdapat 
perbedaan yakni apabila penelitian Budiasa yang dilakukan pada tahun 2005 
dengan metode kuantitatifnya bertujuan untuk menganalisis respon atas 
pemerataan dari bantuan hasil PHPR yang diberikan Kabupaten Badung dan 
Kota Denpasar kepada enam kabupaten lain, serta permasalahan yang ada di 
dalamnya dengan menggunakan alat analisis responsi, tabulasi dan gambar. 
 Berbeda halnya dengan penelitian ini yang menggunakan metode 
kualitatif dan bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Keputusan 
Gubernur Bali tentang Realokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Kepada Provinsi Bali dan 
untuk mengetahui sejauh manakah keberhasilan implementasi, serta untuk 
mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini. 
Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kebaruan dari penelitian 
ini serta pentingnya kebijakan ini mengingat dampak pariwisata yang 
bersifat integral dan aspek pemerataan pembangunan di Provinsi Bali yang 
mutlak diperhatikan namun Kabupaten Badung yang kontraproduktif. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah 
Provinsi Bali dalam menentukan keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini juga 
patut untuk dilakukan dan dikaji guna memperkaya khasanah keilmuan 
dibidang Administrasi Negara. 
  
F. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi 
dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian 
ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai 
situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat 
yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 
permukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena 
tertentu (bungin, 2007:68). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
mengenai evaluasi implementasi dari Keputusan Gubernur tersebut. 
 
G. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Biro Keuangan Provinsi Bali, Bagian 
Keuangan Kabupaten Badung, Bagian Keuangan Kabupaten Tabanan, 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 
Tabanan dan DPRD Kabupaten Badung. 
 Lokasi ini dipilih karena : 
a. Biro atau Bagian Keuangan merupakan pusat pengelolaan keuangan 
daerah  
b. Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan 
daerah, dan memiliki fungsi  dalam perumusan kebijakan teknis 
perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan 
pembangunan, dan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
perencanaan pembangunan. 
c. DPRD merupakan lembaga legislatif yang terlibat dalam proses 
perumusan kebijakan. 
Keterbatasan waktu penelitian dan kemudahan akses merupakan salah 
satu pertimbangan bagi peneliti, oleh karena itu pada penelitian ini data 
hanya diperoleh dari satu kabupaten penerima bantuan dan kabupaten yang 
dianggap paling representatif yaitu Kabupaten Tabanan. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2014. 
 
H. Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber 
data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 
(tidak melalui media perantara) yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 
dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari Biro Keuangan 
Provinsi Bali, Bagian Keuangan Kabupaten Badung, Bagian Keuangan 
Kabupaten Tabanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Tabanan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung. 
Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau dokumen-dokumen 
resmi instansi pemerintah yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. 
 
I. Unit Analisis 
Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah unit analisis berupa 
benda. Unit analisis berupa benda seperti buku, pikiran atau gagasan, 
naskah, undang-undang, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Dalam 
hal ini unit analisisnya yaitu kebijakan (Keputusan Gubernur Bali).  
 
J. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 
informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang 
diwawancara. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang 
terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai 
masalah yang diteliti. Pada penelitian ini sumber-sumber yang 
diwawancarai adalah Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, 
pelaporan, dan Fasilitasi di Bagian Keuangan Provinsi Bali, Kepala Sub 
Bagian Anggaran di Keuangan Kabupaten Badung, dan Kepala Sub 
Bagian Anggaran di Keuangan Sekretariat Kabupaten Tabanan, Kepala 
Bidang Litbang dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Tabanan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Badung. 
b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan 
(bungin, 2007:118).  
c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis 
(bungin, 2007:124). Teknik ini dilakukan dengan cara mengutip dan 
meneliti dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan, arsip dan kumpulan 
peraturan yang menunjang atau yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti.  
 
 
K. Evaluasi Implementasi Keputusan Gubernur Bali  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dari ke-13 
variabel indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan 
oleh Grindle terdapat lima variabel indikator yang bermasalah yaitu:  
1. Contents of policy messages (isi pesan kebijakan) 
Grindle menegaskan bahwa isi pesan kebijakan akan 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sesuai 
dengan isi Keputusan Gubernur Bali Nomor 286/01-F/HK/2009, tujuan 
Keputusan Gubernur ini adalah untuk lebih meningkatkan pembangunan 
pariwisata Bali secara menyeluruh, terintegrasi dan utuh yang 
berwawasan budaya dan lingkungan. Tujuan tersebut dijabarkan melalui 
penggunaan dana sesuai yang tertera pada Keputusan Gubernur. Hanya 
saja pada implementasinya konteks ini mengandung perbedaan persepsi 
di kalangan implementator yang tak lain adalah para pelaksana di 
tingkatan SKPD yaitu instansi Bappeda dan instansi Keuangan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan terkait penggunaan dana sesuai 
yang tercantum pada Keputusan Gubernur tersebut.  
Perbedaan persepsi tersebut merupakan salah satu penyebab 
terjadinya kesalahan posting mata anggaran di APBD Kabupaten 
Tabanan yang sebenarnya penggunaannya tidak sesuai dengan komitmen 
penggunaan dana yang tercantum pada Keputusan Gubernur tersebut. 
Selain itu kesalahan penentuan mata anggaran ini, juga dikarenakan tidak 
adanya pedoman lampiran atau tidak disertakannya spesifikasi mata 
anggaran apa yang diperbolehkan untuk penggunaan dana realokasi ini. 
Meski kondisi ini diterjemahkan secara general dengan memberi ruang 
kepada kabupaten penerima untuk berkreasi dan berinovasi dalam 
penggunaan dana tersebut, hanya saja ketika peneliti melakukan 
wawancara dilapangan ternyata yang membuat kebingungan adalah 
karena memang tidak adanya pedoman yang jelas mengenai mata 
anggaran apa yang diperbolehkan untuk penggunaan dana realokasi ini. 
Pada Keputusan Gubernur dijelaskan bahwa dana untuk enam 
kabupaten lainnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan 
sarana obyek wisata, kebersihan atau pelestarian lingkungan, serta 
pelestarian budaya dan pembangunan lainnya yang menyentuh 
kepentingan masyarakat secara langsung. Namun, yang terjadi masih ada 
penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tesebut.  
Hal ini dapat jelas terlihat pada realisasi penggunaan dana realokasi 
PHPR Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Tahun 2012 dan 2013 oleh 
Kabupaten Tabanan selaku salah satu obyek dari penelitian ini.  
Berdasarkan data realisasi penggunaan dana realokasi diketahui 
bahwa penggunaan dana tersebut masih didominasi untuk dinas 
Pekerjaan Umum (1.03.01), yang notabene mengurusi fisik. Sementara 
kebudayaan dan pariwisata berada di prioritas ketiga. Secara garis besar 
sebenarnya tidak menjadi persoalan ketika PU mendapatkan alokasi dana 
lebih besar dibandingkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata asalkan 
memang dana itu dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana fisik yang 
menunjang pariwisata. Hanya saja berdasarkan fakta yang ada Kabupaten 
Tabanan masih kesulitan dalam memilah posting anggaran sesuai yang 
diamanatkan dalam Keputusan Gubernur ini. Terlihat pula bahwa dana 
realokasi digunakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Desa (1.03.1.03.01.02), Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (1.20.1.17.01.17), serta mendanai 
kegiatan di Inspektorat (1.20.06) seperti Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 
(1.20.1.20.06.20). Menurut Retha selaku Anggota DPRD Kabupaten 
Badung, hal ini tentu menyimpang jauh dari konteks yang diperuntukkan 
dalam Keputusan Gubernur. Program tersebut sebenarnya sudah 
teranggarkan dari PAD-nya Kabupaten Tabanan sendiri sehingga  tidak 
mengambil dari dana realokasi ini. Sehingga dapat dikatakan masih 
terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana realokasi PHPR ini 
termasuk tidak disertakannya skala prioritas dalam penggunaan anggaran 
seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Gubernur tersebut. Hal yang 
menjadi catatan tambahan pada konteks ini adalah masih banyaknya 
obyek wisata yang tidak terpelihara dengan baik, termasuk fasilitas 
sarana dan prasarana fisik seperti jalan menuju obyek wisata masih ada 
yang rusak dan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah 
Kabupaten setempat.   
Berdasarkan pernyataan Retha, dapat diketahui bahwa Kabupaten 
Badung sebenarnya merasa tidak puas akan penggunaan dana ini. 
Kabupaten Badung selaku pengalokasi bantuan secara faktual tidak 
merasa keberatan terhadap suporting dana tersebut, akan tetapi dana 
tersebut harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan 
pengembangan kepariwisataan. Melalui Keputusan Gubernur ini, 
Kabupaten Badung mengharapkan agar enam kabupaten penerima dana 
realokasi tersebut dapat berkembang dari aspek kepariwisataannya 
menjadi lebih maju, dan model ketergantungan dalam pemeliharaan 
obyek pariwisata tidak lagi terjadi. Apabila sudah berkembang sendiri, 
maka wisatawan akan terdistribusi merata ke segala wilayah Provinsi 
Bali 
. 
2. Adanya sanksi 
Variabel indikator Grindle ini menyiratkan bahwa apakah dalam 
Keputusan Gubernur tersebut dicantumkan sanksi tegas yang akan 
didapat apabila salah satu dari pihak pemberi atau penerima bantuan 
melanggar atau ingkar janji (wanprestasi). Pada keputusan Gubernur 
diktum kedelapan dijelaskan bahwa kabupaten penerima wajib 
melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana realokasi 
hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, secara berkala setiap 3 
(tiga) bulan paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam 
tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya, pada diktum ketigabelas 
dijelaskan bahwa apabila kabupaten penerima realokasi hasil penerimaan 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran  Kabupaten Badung dan Kota Denpasar 
tidak melaporkan realisasi penggunaan dana sesuai dengan diktum 
kedelapan dan/atau tidak memanfaatkan dana sesuai dengan 
peruntukannya maka Gubernur dapat menunda pencairan dana realokasi 
hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran  Kabupaten Badung 
dan Kota Denpasar periode berikutnya.  
Faktanya, memang seringkali terjadi keterlambatan pelaporan 
realisasi oleh kabupaten penerima, namun masih dalam tahap wajar 
karena bukan keterlambatan yang parah (terkait teknis), tetapi yang perlu 
diperhatikan disini adalah masih adanya ketidaksesuaian penggunaan 
dana tersebut dengan peruntukannya, namun tidak ada bukti bahwa 
Kabupaten penerima diberikan sanksi sesuai diktum ketigabelas yang 
menjelaskan bahwa akan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan.  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang 
tidak ada sanksi yang tegas dalam kebijakan ini. Menurut Pemerintah 
Provinsi Bali selaku yang memonitor secara tidak sadar ini menganggap 
kondisi ini sebagai hal yang lumrah. Namun, secara kaidah hukum 
kondisi ini sebenarnya sudah menyalahi karena seharusnya ada sanksi 
yang tegas. Ini terkait indikator rawan terhadap penyimpangan, meskipun 
ini internal kedua belah pihak. Apapun yang menyangkut regulasi harus 
disertakan sanksi yang tegas. 
3. Kejelasan pesan kebijakan 
Variabel indikator Grindle ini meliputi konteks bahwa sebuah 
kebijakan harus jelas agar dalam implementasinya tidak menimbulkan 
kebingungan dan salah persepsi bagi pelaksana. Hanya saja fakta 
dilapangan yang terjadi adalah pada implementasinya Keputusan 
Gubernur ini masih menimbulkan redudansi atau pemaknaan berbeda di 
kalangan aparatur pelaksananya. Hal ini seperti yang tercermin di dua 
SKPD dimana peneliti melakukan wawancara yaitu Bappeda selaku 
pihak perencana daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten 
Tabanan. 
Disatu sisi, Yasa selaku Kepala Bidang Litbang dan Evaluasi 
Bappeda Kabupaten Tabanan memenganggap pesan kebijakan ini kurang 
jelas atau kurang spesifik. Bahkan ditengarai pemanfaatan atas SK ini 
lemah. Hal ini terlihat pada diktum ketujuh poin (b) yang menjelaskan 
bahwa pemanfaatan dana diprioritaskan untuk pembangunan dan 
pemeliharaan sarana obyek wisata, kebersihan/pelestarian lingkungan, 
serta pelestarian budaya dan pembangunan lainnya yang menyentuh 
kepentingan masyarakat secara langsung. Kalimat yang disoroti disini 
adalah "pembangunan lainnya" yang menyentuh kepentingan  
masyarakat secara langsung. Kalimat ini dianggap kurang spesifik dan 
mengundang kerancuan di lapangan. Tuntutannya, pihak pelaksana dari 
Keputusan Gubernur ini, yang antara lain Bappeda meminta bahwa harus 
dimunculkan item-item termasuk indikator pengukurannya secara jelas 
yang dimaksud pembangunan lainnya yang menyangkut kepentingan 
masyarakat secara langsung tersebut. Apabila hal ini tidak dijelaskan 
secara rinci dikhawatirkan dapat membuat kabupaten penerima berkelit.  
Selanjutnya menurut Yasa, pada diktum keempat poin (b) 
dijelaskan bahwa pembagian 50% secara proporsional memang dengan 
mempertimbangkan beberapa aspek. Hal ini menyangkut jumlah obyek 
wisata yang ada di masing-masing kabupaten penerima. Persoalannya 
adalah saat jumlah objek wisata sudah masuk tetapi masih kurang 
spesifik. Seharusnya ada penambahan kriteria di dalamnya misalnya 
dengan memasukan tingkat (jumlah) kunjungan wisatawan (obyek wisata 
yang memiliki kontribusi bagi Bali seharusnya mendapatkan presentase 
yang lebih besar). Apabila hanya mencantumkan jumlah objek wisata 
saja tanpa ada tingkat kunjungan wisatawan ini tentu akan menimbulkan 
efek ketidakadilan bagi daerah lain.  
Logikanya, semakin banyak kunjungan tentu akan semakin besar 
resiko kerusakan objek wisata yang bersangkutan. Hal ini tentu 
membutuhkan penambahan presentase. Sama halnya dari sisi Brand 
Mark (Bedugul dan Tanah Lot), tentu perlu penambahan presentase. 
Karena brand ini sangat penting. Dengan kondisi inilah maka dari 
penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan pesan 
kebijakan ini masih berpotensi memiliki multitafsir, kurang spesifik dan 
tidak menyertakan indikator-indikator apa yang ditetapkan dalam 
menentukan kriteria pihak-pihak yang bisa memanfaatkan bantuan ini.  
Namun di sisi lain, pendapat berbeda dikemukakan oleh Suardika 
selaku Kepala Sub Bagian Anggaran di Bagian Keuangan Sekretariat 
Kabupaten Tabanan yang menyatakan bahwa pesan kebijakan dari 
Keputusan Gubernur ini sudah jelas. Terkait kalimat yang disoroti dalam 
pemanfaatan dana untuk enam kabupaten lainnya yaitu "pembangunan 
lainnya" yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung, 
informan mengatakan bahwa itu sudah jelas karena memang ada yang 
sifatnya umum atau tidak terikat. Lebih lanjut informan mengatakan 
bahwa apabila aturannya jelas sekali maka tentu saja selaku kabupaten 
penerima akan terikat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas, 
terlihat jelas perbedaan presepsi terkait kejelasan pesan kebijakan 
tersebut. Hal inilah yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya laten 
terhadap pemaknaan termasuk pemanfaatannya yang tidak akan optimal, 
karena dari tingkat pelaksananya saja sudah berbeda persepsi.  
 
4. Konsistensi kebijakan 
Grindle mengemukakan bahwa variabel indikator konsistensi 
kebijakan lebih melihat kapasitas kebijakan sebagai pelanjut dari 
kebijakan sebelumnya atau tidak. Berdasarkan penelusuran peneliti, 
kebijakan Keputusan Gubernur No. 286/01-F/HK/2009 ini merupakan 
pelanjut dari kebijakan sebelumnya yaitu Keputusan Gubernur No. 16 
Tahun 2003. Kebijakan ini berawal dari adanya tuntutan dari enam 
kabupaten penerima yang menginginkan adanya keseimbangan 
pendapatan dalam hal Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Namun menurut 
peneliti ada yang terkurangi dari substansi ini dalam hal konsistensi. Hal 
ini dapat terlihat dari perbedaan yang ada sebagai berikut : 
 
 
 
Keputusan Gubernur Lama 
 
Keputusan Gubernur Baru 
  
Judul  No. 16 Tahun 2003 tentang 
Pembagian Bantuan Pajak 
Hotel dan Pajak Restoran 
Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar Kepada 6 (enam) 
Kabupaten Lainnya 
No. 286/01/-F/HK/2009 
tentang Realokasi Hasil 
Penerimaan Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran Kabupaten 
Badung dan Kota Denpasar 
Kepada Provinsi Bali 
Besaran Kabupaten Badung 22% dan 
Kota Denpasar 10% 
Kabupaten Badung 15% dan 
Kota Denpasar 10% 
Mekanisme Langsung disalurkan ke enam 
Kabupaten penerima dengan 
50% secara merata dan 50% 
secara proporsional 
Terlebih dahulu disetor ke 
Provinsi, dengan 20% 
dikelola Provinsi, 80% 
disalurkan ke enam 
Kabupaten penerima, dimana 
30% secara merata dan 50% 
secara proporsional. 
Pertimbangan Pembagian 50% secara 
proporsional enam kabupaten 
penerima dengan 
mempertimbangkan: 
 Tingkat PAD 
 Luas wilayah 
 PDRB perkapita 
 Jumlah penduduk miskin  
Pembagian 50% secara 
proporsional untuk enam 
kabupaten penerima dengan 
mempertimbangkan: 
 Realisasi hasil 
penerimaan PHPR 
 Luas wilayah 
 PDRB perkapita 
 Jumlah penduduk miskin 
 Jumlah obyek wisata di 
masing-masing 
Kabupaten Penerima 
Presentase Perincian presentase secara 
proporsional untuk  enam 
kabupaten penerima: 
 Kabupaten Buleleng : 
Perincian presentase secara 
proporsional untuk enam 
kabupaten penerima: 
 Kabupaten Buleleng : 
18,71% 
 Kabupaten Jembrana : 
16,77% 
 Kabupaten Tabanan : 
10,30% 
 Kabupaten Bangli : 18,67% 
 Kabupaten Klungkung : 
16,28% 
 Kabupaten Karangasem : 
19,27% 
18,69% 
 Kabupaten Jembrana : 
10,30% 
 Kabupaten Tabanan : 
13,34% 
 Kabupaten Bangli : 10,78% 
 Kabupaten Klungkung : 
9,93% 
 Kabupaten Karangasem : 
16,96% 
Pemanfaatan/ 
Penggunaan 
Pemanfaatan sebesar 100% 
dari total penerimaan PHPR 
Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar oleh enam 
Kabupaten Penerima 
diprioritaskan untuk: 
 Pembangunan di bidang 
Pariwisata 
 Membiayai kegiatan 
pelestarian budaya 
 Membiayai kegiatan 
pemeliharaan lingkungan, 
dan 
 Membiayai sektor-sektor 
unggulan 
Pemanfaatan sebesar 80% 
dari total penerimaan PHPR 
Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar oleh enam 
Kabupaten Penerima 
diprioritaskan untuk: 
 Pembangunan dan 
pemeliharaan sarana obyek 
wisata 
 Kebersihan atau pelestarian 
lingkungan 
 Pelestarian budaya, dan 
 Pembangunan lainnya yang 
menyentuh kepentingan 
masyarakat secara 
langsung 
Penggunaan sebesar 20% dari 
total penerimaan PHPR 
Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar dikelola oleh 
provinsi untuk: 
 Membiayai promosi 
pariwisata terintegrasi dan 
menyeluruh dengan 
melibatkan kabupaten/kota, 
 Membiaya peningkatan 
keamanan,  
Pelestarian budaya dan 
lingkungan 
Sumber : Diolah Penulis 
Dari sisi akuntabilitas hal ini masih ada yang terkurangi, bahwa 
sebenarnya ketika terjadi perubahan kebijakan, semua stakeholder harus 
terlibat. Namun sayangnya pada perubahan kebijakan ini hal tersebut 
tidak dilakukan. hanya sebagian saja yang mengetahuinya yaitu pihak 
eksekutif dan legislatif Kabupaten Badung dan Kota Denpasar selaku 
pensuport anggaran. Stakeholder lain yang dalam hal ini adalah kepala 
daerah dari enam kabupaten lainnya tersebut dalam proses perumusannya 
tidak dilibatkan. Hal ini sebenarnya sudah menyalahi, mengingat dalam 
kondisi apapun seharusnya ada keterlibatan stakeholder guna 
menghindari kesalahpahaman. Lebih lanjut menurut peneliti pihak yang 
hendak membuat kebijakan harus melibatkan semua elemen yang ada 
sebagai bagian dari sistem. Pembuat kebijakan hendaknya juga tidak lagi 
memandang bahwa dirinya sebagai satu-satunya aktor yang menentukan 
dalam pembuatan kebijakan publik. 
 
5. Penerimaan pesan 
Menurut Grindle variabel indikator penerimaan pesan ini berarti 
bahwa pesan kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik 
oleh aparatur pelaksana. Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten 
Badung memang menganggap isi Keputusan Gubernur ini tidak 
menimbulkaan perbedaan presepsi dalam konteks penerimaan pesan. 
Namun penerimaan pesan dirasa belum optimal karena perbedaan 
presepsi justru terjadi di kalangan implementor yang dalam hal ini 
Kabupaten penerima dana realokasi yaitu Kabupaten Tabanan. Terjadi 
perbedaan presepsi  di tingkatan antar SKPD di instansi Bappeda dan 
Bagian Keuangan di Kabupaten Tabanan terkait pandangannya mengenai 
kejelasan pesan kebijakan.  
Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan 
pesan kebijakan ini belum berlangsung secara optimal. Hal ini tentu 
menyimpang dari apa yang diungkapkan oleh Grindle dimana 
penerimaan pesan merupakan salah satu syarat mutlak dalam 
keberhasilan implementasi kebijakan. 
 
N. Dampak Kerugian yang Harus di Tanggung oleh Kabupaten 
Pengalokasi Dana Realokasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran 
Keputusan Gubernur tentang Realokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel 
dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi 
Bali ini sebenarnya merugikan Kabupaten Badung selaku pensuport dana 
utama. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya selaku Kepala Sub 
Bagian Anggaran di Bagian Keuangan Kabupaten Badung, yang 
mengatakan bahwa pada Keputusan Gubernur, disebutkan bahwa 
Kabupaten Badung menyetor 15% dari total penerimaan PHPR-nya setelah 
dikurangi biaya pemungutan. Seharusnya Kabupaten Badung menyetor 15% 
dari total penerimaan PHPR-nya setelah dikurangi biaya pemungutan, “dan 
10% ke desa” karena menurut PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 
Poin b dijelaskan bahwa daerah wajib menyetor ke desa sebesar 10% dari 
pendapatan PHPR. Seharusnya dipotong upah pungut sebesar 3% lalu 
kemudian dipotong 10% untuk desa baru kemudian 15%-nya diserahkan 
kepada provinsi. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa 
memang Keputusan Gubernur ini secara tidak langsung merugikan 
Kabupaten Badung dimana selama ini yang terjadi adalah pemotongan dana 
sebesar 10% dari penerimaan PHPR Kabupaten Badung untuk desa 
dilakukan setelah dikurangi upah pungut sebesar 3% dan 15% setoran ke 
provinsi, dimana seharusnya yang terjadi adalah dari total penerimaan 
PHPR Kabupaten Badung dikurangi upah pungut sebesar 3%, kemudian 
dikurangi 10% untuk desa dan baru selanjutnya dikurangi 15% setoran dana 
ke Pemerintah Provinsi. 
O. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari ke-13 variabel 
indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle, terdapat  
lima variabel indikator yang bermasalah, yaitu : 
1. Content of policy messages (isi pesan kebijakan). Tujuan Keputusan 
Gubernur ini adalah untuk lebih meningkatkan pembangunan 
pariwisata Bali secara menyeluruh, terintegrasi dan utuh yang 
berwawasan budaya dan lingkungan. Tujuan tersebut dijabarkan 
melalui penggunaan dana sesuai dengan yang tercantum pada 
Keputusan Gubernur tersebut. Namun pada implementasinya terdapat 
perbedaan presepsi dikalangan implementor terkait konteks tersebut. 
Perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan kesalahan posting mata 
anggaran di APBD Kabupaten Tabanan yang sebenarnya 
penggunaannya tidak sesuai dengan komitmen penggunaan yang 
tercantum pada Keputusan Gubernur tersebut. Selain itu kesalahan 
penentuan mata anggaran ini, juga dikarenakan tidak adanya pedoman 
lampiran atau tidak disertakannya spesifikasi mata anggaran apa yang 
diperbolehkan untuk pemanfaatan dana realokasi ini 
2. Sanksi. Pada keputusan Gubernur diktum kedelapan dijelaskan bahwa 
Kabupaten penerima wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi 
penggunaan dana realokasi hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lama setiap 
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan. 
Selanjutnya, pada diktum ketigabelas dijelaskan bahwa apabila 
kabupaten penerima realokasi hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran  Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tidak melaporkan 
realisasi penggunaan dana sesuai dengan diktum Kedelapan dan/atau 
tidak memanfaatkan dana sesuai dengan peruntukannya maka 
Gubernur dapat menunda pencairan dana realokasi hasil penerimaan 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran  Kabupaten Badung dan Kota 
Denpasar periode berikutnya. Namun berdasarkan hasil penelitian 
sanksi ini tidak berlaku meski masih terjadi pelanggaran. Pelanggaran 
tersebut yaitu keterlambatan pelaporan realisasi oleh kabupaten 
penerima yang memang masih dalam tahap wajar, tetapi yang perlu 
diperhatikan disini adalah masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan 
dana tersebut sesuai peruntukannya, namun tidak ada bukti bahwa 
kabupaten penerima diberikan sanksi sesuai diktum ketigabelas yang 
menjelaskan bahwa akan dikenakan sanksi berupa penundaan 
pencairan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
memang tidak ada sanksi yang tegas dalam kebijakan ini.  
3. Kejelasan pesan kebijakan. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa 
kejelasan pesan kebijakan ini masih kurang karena pada penggunaan 
dana ini tidak disertakan secara jelas spesifikasi mata anggaran apa 
yang dapat menggunakan dana bantuan ini sehingga menimbulkan 
multitafsir di kalangan implementor yang pada akhirnya berakibat 
pada perebedaan presepsi terkait penggunaan dana ini. 
4. Konsistensi kebijakan. Berdasarkan penelitan didapatkan hasil bahwa 
kebijakan ini merupakan pelanjut dari kebijakan sebelumnya, dan 
dalam hal isi kebijakan ini tidak konsisten. Hal ini terlihat jelas pada 
perbedaan yang ada antara Keputusan Gubernur yang sekarang 
dengan Keputusan Gubernur sebelumnya. Selain itu, ada yang 
terkurangi dalam hal akuntabilitas dimana pada saat terjadi perubahan 
kebijakan tidak semua stakeholder yang dalam hal ini adalah 
kabupaten penerima dilibatkan tetapi hanya legislatif dan eksekutif 
pihak pemberi dana dan pemerintah provinsi. 
5. Penerimaan pesan. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa 
penerimaan pesan terkait kebijakan ini belum berlangsung secara 
optimal hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan persepsi pada 
tataran implementator. Perbedaan persepsi ini tentu membuat 
kebijakan ini belum dapat berjalan secara optimal. 
 
P. Saran 
  Seperti yang telah dikemukakan diatas berdasarkan penelitian 
didapatkan hasil bahwa terdapat lima variabel indikator yang bermasalah 
dari ke-13 variabel indikator yang dikemukaakan Grindle. Berdasarkan 
hal tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa saran antara lain : 
1. Pemerintah Provinsi Bali hendaknya meninjau kembali terkait isi 
kebijakan khususnya terkait penggunaan/peemanfaatan dana ini agar 
lebih spesifik dengan menyertakana pedoman lampiran atau 
spesifikasi mata anggaran apa yang diperbolehkan untuk penggunaan 
dana ini, sehingga meminimalisir multitafsir pada tataran 
implementator. Selain itu juga menambah item yang diperhatikan 
dalam pemberian 50 % bantuan secara proporsional seperti jumlah 
kunjungan wisatawan. Obyek wisata dengan tingkat kunjungan yang 
tinggi tentunya membutuhkan biaya lebih besar untuk perawatan 
obyek wisata tersebut. 
2.  Pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih memperketat dalam 
penggunaan anggaran khususnya dalam menyeleksi mata anggaran 
apa yang diperbolehkan menggunakan dana ini karena fakta yang 
terjadi saat ini meski kabupaten penerima telah mengajukan rencana 
penggunaan anggaran dan masih ada baberapa penggunaannya yang 
tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut namun dapat tetap 
disetujui oleh Pemerintah Provinsi Bali.  
3.  Pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih mempertegas sanksi, hal ini 
dikarenakan kebijakan ini rawan dengan penyelewengan dan 
kesalahan pemostingan pemanfaatan dana. Meski ini internal kedua 
belah pihak, namun seharusnya apapun yang menyangkut regulasi 
harus menyertakan sanksi yang tegas agar implementasi kebijakan ini 
dapat berlangsung secara optimal mengingat kebijakan pembagian 
bantuan seperti ini hanya terjadi di Bali. 
4. Pemerintah Provinsi Bali hendaknya mempertimbangkan lagi 
kebijakan ini. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya manfaat pajak 
adalah sebagai salah satu alat pemerataan terhadap pendapatan agar 
nantinya tercipta pula pemerataan pembangunan yang bermuara pada 
kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali sendiri. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya pembagian secara adil dengan memperhatikan 
komponen-komponen hukum administrasi secara jelas dan transparan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Ady, Rutha. (2010) Mengatasi Polemik distribusi PHR. Diakses pada 26 April 
2013, dari 
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=4
&kid=4655 
Budiasa, I Wayan. (2005). Evaluasi bantuan hasil pajak Hotel dan pajak Restoran 
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) Kabupaten lain di 
Provinsi Bali, 2003. Diakses pada 18 Agustus 2013, dari 
http://lib.ugm.ac.id/2013/new/?page_id=951 
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 
Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group: Jakarta 
Edi, Suharto. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji 
Masalah dan Kebijakan Sosial. CV. Alfabeta : Bandung 
Fatmawati, Ari. (2012). Evaluasi Kebijakan Kerjasama Operasional (KSO) 
Pemerintah Daerah dan Swasta di PDAM Kabupaten Pati (Undergraduate 
thesis). Diakses pada 18 Agustus 2013, dari http://eprints.undip.ac.id/35734/ 
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third 
World. Princeton University Press : New Jersey 
Kamaroesid, Herry. (2013). Sistem Administrasi Anggaran Negara : Sistem 
Administrasi APBN Mulai Tahun Anggaran 2013. Mitra Wacana Media : 
Medan 
Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan aktor dalam proses kebijakan 
publik. Gava media : Yogyakarta 
Miftahudin. (2009).  Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 
Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di 
Kota Semarang (Masters thesis). Diakses pada 18 Agustus 2013, dari 
http://eprints.undip.ac.id/25117/ 
Parsons, Wayne. (2005). Public Policy:Pengantar Teori dan Paraktik Analisis 
Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group 
SD, Soenarko. (2003). Public Policy. Airlangga University Press : Surabaya 
Sudarwan Danim. (2005). Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. PT. Bumi 
Aksara. Jakarta 
Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka 
Pelajar :  Yogyakarta 
Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke 
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi 
Aksara : Jakarta 
Wibawa, Somodra., Purbokusumo, Y., Pramusinto, A. (1994). Evaluasi kebijakan 
publik. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta 
 
